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ABSTRAK 
Fitriani Irianti (B111 11 124) “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak 
Pidana Penggelapan dalam Jabatan” (Studi Kasus Putusan Nomor 
1290/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks). Dibimbing oleh H.M Said Karim sebagai 
Pembimbing I dan Abd. Asis sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama 
untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak 
pidana penggelapan dalam jabatan dan yang kedua untuk mengetahui 
pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan hukuman 
dalam Putusan Nomor 1290/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan 
Negri Makassar, dengan metode penelitian yang digunakan yaitu teknik 
pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (library research) 
dan penelitian lapangan (field research). Data primer diperoleh langsung 
dari hasil wawancara jaksa penuntut umum dan hakim sedangkan data 
sekunder diperoleh dari berbagai literature, peraturan perundang-
undangan, dokumen, serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan 
pembahasan penulisan ini. 
Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa: (1) Jaksa Penuntut 
Umum dalam membuat dakwaan sudah tepat dan sesuai yaitu 
menggunakan dakwaan tunggal pada Pasal 374 KUHPidana tetapi Jaksa 
menuntut terdakwa menurut penulis masih kurang tepat dalam hal 
penjatuhan pidana (2) Pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap 
putusan Nomor 1290/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks dalam menjatuhkan hukuman 
terdakwa kurang tepat dan dirasa belum adil dikarenakan dalam 
menjatuhkan pidana hakim tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang 
terbukti secara sah melawan hukum.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena yang 
kompleks pemahamannya dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga 
komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran sering 
kali berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembentuk 
aturan di negeri ini menitikberatkan pembuatan dan penerapan peraturan 
yang berlaku kepada tindakan kejahatan-kejahatan serta pelanggaran 
yang timbul terhadap ketertiban umum, tindak pidana kesusilaan, dan 
tindak pidana yang mengancam keamanan negara. Suatu perbuatan yang 
dibentuk menjadi kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan dalam 
Undang-undang (selanjutnya disingkat uu) lantaran perbuatan itu dinilai 
oleh pembentuk uu sebagai perbuatan yang membahayakan suatu 
kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan 
suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barang 
siapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti uu telah 
memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum 
tersebut. 
 Salah satu perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum 
pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan 
masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. 
Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara 
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satu kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain tidak saling 
berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. 
 Menurut penjelasan Undang- undang Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI) bahwa, “Negara 
Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas 
kekuasaan belaka (machsstaat)”. Jadi jelas bahwa cita-cita negara hukum 
(rule of  law) yang tekandung dalam UUD NKRI 1945 bukanlah sekedar 
negara yang tidak berlandaskan hukum. Hukum yang didambakan 
bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan 
belaka yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau 
otoriter. Hukum yang demikian bukanlah hukum yang adil (just law), yang 
didasarkan pada keadilan bagi rakyat. 
  Asumsi dalam bidang penegakan hukum memandang bahwa 
pertumbuhan tingkat kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi sebagai suatu hubungan yang positif atau 
berbanding searah, yaitu bahwa suatu kejahatan akan selalu berkembang 
sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari sebagaimana yang dialami oleh 
negara-negara yang sedang berkembang dimana setiap pencapaian 
kemajuan di bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu 
diikuti dengan peningkatan penyimpangan serta kejahatan baru di bidang 
ekonomi dan sosial.  
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  Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi 
mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Tampaknya masalah kejahatan 
ini akan selalu berkembang, baik itu dilihat dari segi kuantitas. Dapat 
diperhatikan dari kondisi bangsa Indonesia yang saat ini banyak 
menimbulkan beragam masalah dan merugikan masyarakat yang 
membutuhkan penanganan serius dari semua pihak. Salah satu masalah 
besar yang dihadapi bangsa ini adalah di bidang hukum dengan 
meningkatnya angka kejahatan. Khususnya pada daerah perkotaan 
kejahatan berkembang terus sejalan dengan perkembangan kota selalu 
disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan atau 
kriminalitas, akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan pada  
masyarakat. Kejahatan itu sendiri tidak akan hilang dengan sendirinya, 
masalah kejahatan semakin meningkat dan yang paling dominan adalah 
jenis kejahatan terhadap tindak pidana ekonomi, khususnya yang 
termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penggelapan.    
  Kejahatan penggelapan pada hakikatnya merupakan kejahatan 
yang konvensional, seiring perkembangan dan kemajuan peradaban 
manusia maka kejahatan inipun mengalami kemajuan baik modus 
operandi pelaku maupun korbannya.      
  Kejahatan penggelapan sebagaimana diatur Pasal 372-376 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), yang 
merupakan kejahatan yang sering terjadi dan dapat terjadi disegala aspek 
kehidupan bahkan pelakunya pun pada lapisan masyarakat, baik lapisan 
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bawah sampai lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana 
penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal adanya suatu 
kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena 
lemahnya suatu kejujuran.    
 Clairen1 mengemukakan bahwa, inti tindak pidana penggelapan 
ialah “penyalahgunaan kepercayaan, selalu menyangkut secara melawan 
hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang 
menggelapkan itu. 
  Waktu dan tempat terjadinya tindak pidana penggelapan ialah 
waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata. Hal ini 
menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang 
berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan 
kepercayaan manusia sebagai individu.      
  Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa tindak 
pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan 
dengan sengaja dan melawan hukum, bertindak sebagai penguasa baik 
sebagian maupun seluruhnya adalah milik orang lain yang ada dalam 
penguasaannya, yang diperoleh bukan karena unsur melawan hukum. 
 Salah satu bentuk kejahatan yang akan penulis kaji mengenai 
tindak pidana penggelapan yaitu penggelapan dalam jabatan 
(verduistering) sebagaimana diatur dalam Bab XXIV (Buku II) Pasal 372 
sampai 377 KUHPidana. Pengertian penggelapan itu sendiri tidak 
                                                          
        
1
 Andi Hamzah. 2011. Delik-Delik tertentu Didalam KUHP. Sinar Grafika. Bandung. Hlm 107 
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dirumuskan secara khusus dalam KUHPidana, demikian pula tindak 
pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur 
objektif berupa perbuatan memiliki, objek kejahatan sebuah benda, 
sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada 
dalam kekuasaannya bukan karena secara melawan hukum dan unsur-
unsur subjektif berupa kesengajaan dan melawan hukum. Selain itu ada 
beberapa unsur khusus yang digunakan terhadap tindak pidana 
penggelapan dalam jabatan yaitu karena adanya hubungan kerja, jabatan, 
dan mendapat upah khusus.  
 Salah satu contoh kasus penggelapan dalam jabatan di kota 
Makassar yang dikutip penulis dari laman www.ortax.org pada tanggal 18 
Agustus 2010, terdakwa bernama Zulkifli Wardana dalam kasus ini 
sebagai pegawai samsat yang menggelapkan pajak motor. Setelah 
diselidiki oleh Badan Pengawas Keuangan Daerah (BPKD) provinsi 
Sulawesi Selatan, penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa 
telah merugikan Negara sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta 
rupiah). Modusnya, terdakwa menggelapkan pajak motor yang dibayarkan 
masyarakat ke kantor samsat secara berulang-ulang mulai dari tahun 
2008-2009.  
 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membahas dalam skripsi 
dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan 
Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1290/Pid.B/2013/PN.Mks)”. 
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B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana 
penggelapan dalam jabatan? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan 
hukuman sebagaimana dalam Putusan Nomor 1290/ Pid.B/ 2013/ 
PN.Mks? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis dapat 
mengemukakan tujuan penelitian adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak 
pidana penggelapan dalam jabatan. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam 
penjatuhan hukuman sebagaimana dalam Putusan Nomor 1290/ 
Pid.B/ 2013/ PN.Mks 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah: 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi 
pembangunan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang 
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mapan, serta menjadi masukan dan pedoman bagi aparat penegak 
hukum khususnya dalam memberantas tindak pidana penggelapan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hukum Pidana 
1. Pengertian Hukum Pidana     
 Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap masalah 
yang akan dibahas, penulis akan mengemukakan terlebih dahulu 
beberapa pengertian hukum pidana menurut para ahli. 
 Beberapa pengertian Hukum Pidana menurut pendapat para ahli:2 
a) Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa: 
Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata 
“pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh intansi yang 
berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang 
tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari 
dilimpahkan. 
 
b) WLG. Lemaire mengemukakan bahwa: 
Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-
keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-
undang (selanjutnya disingkat uu)) telah dikaitkan dengan suatu 
sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat 
khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum 
pidana itu merupakan suatu system norma yang menentukan 
terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu 
atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan 
untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaaan-keadaan 
bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang 
bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut 
(pengertian ini tampaknya dalam arti hukum pidana materiel).  
 
c) WFC. Hattum mengemukakan bahwa: 
                                                          
       
2
 EY.Kanter dan R. Sianturi.Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. 
Alumni AHM-PTHM. Jakarta. 1986. Hlm 12-14 
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Hukum pidana (positif) adalah suatu keseluruhan dari asas-asas 
dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau suatu 
masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai 
pemelihara dan ketertiban hukum umum telah melarang 
dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum 
dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-
peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus 
berupa hukuman.      
 
d) WPJ. Pompe mengemukakan bahwa: 
Hukum pidana adalah hukum dari hukum, biasanya diartikan 
sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit 
banyak bersifat umum yang abstrak dari keadaan-keadaan yang 
bersifat konkret.    
 
e) Kansil mengemukakan bahwa: 
 
Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-
pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan 
umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang 
merupakan suatu penderitaan atau siksaan. 
 
Meskipun banyak ahli yang menyatakan pendapatnya tentang 
pengertian hukum pidana dan ada kalanya saling bertentangan, pada 
pokoknya dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan hukum 
pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan atau 
perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang 
ditentukan uu, dan terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan.3 
2. Pembagian Hukum Pidana 
Dalam perkembangannya, hukum pidana dibedakan dalam 
beberapa bentuk, sebagaimana didasarkan antara lain:4 
a) Berdasarkan materi yang diatur: 
                                                          
       
3
 Erdianto Effendi. Hukum Pidana Indonesia. PT Refika Aditama, Bandung. 2011. Hlm 9 
        
4
 Ibid. Hlm 13-18 
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Hukum pidana terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana 
formil. Jika hukum materiil terdiri dari perbuatan apa saja yang 
dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan apa hukuman yang 
dapat dijatuhkan, maka hukum pidana formil berbicara tentang 
bagaimana menegakkan hukum pidana materiil itu. 
  
b) Berdasarkan sumber diaturnya: 
 
Hukum pidana dibedakan ke dalam hukum pidana umum dan 
hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana 
yang terdapat dalam KUHPidana dengan istilah lain hukum pidana 
yang terkodifikasi, sedangkan hukum pidana khusus adalah semua 
aturan hukum pidana yang diatur di luar KUHPidana. 
 
c) Berdasarkan kepada siapa berlakunya: 
 
Hukum pidana dibedakan juga ke dalam hukum pidana umum 
(dalam arti berlaku untuk semua golongan) dan hukum pidana 
khusus (dalam arti berlaku hanya untuk golongan tertentu). 
 
d) Menurut wilayah berlakunya: 
 
Hukum pidana dapat dibedakan ke dalam hukum pidana nasional 
dengan hukum pidana lokal. Hukum pidana nasional, berlaku 
sebagai hukum positif yang berlaku di seluruh wilayah Negara, 
sedangkan hukum pidana lokal berlaku hanya pada daerah tertentu 
saja. 
 
e) Hukum pidana positif dan hukum pidana yang dicita-citakan: 
 
Seperti pengertian hukum positif secara umum, maka hukum 
pidana positif yang dimaksud hukum berlaku pada waktu tertentu 
dan pada wilayah tertentu. Jika hukum positif yang disebut juga ius 
constitutum, maka lawannya adalah hukum yang dicita-citakan atau 
ius costituendum, dalam hal ini adalah Rancangan KUHPidana 
Nasional. 
 
f) Hukum pidana Internasional dan hukum pidana Nasional: 
 
Secara umum yang dimaksud dengan hukum pidana internasional 
adalah ketentuan hukum nasional dan internasional yang mengatur 
tindak pidana internasional dan cara penegakan hukumnya, 
termasuk kerja sama internasional yang harus dilakukan dalam 
penegakan hukum tersebut.5 Berbeda dengan hukum pidana 
                                                          
       
5
 Shinta Agustina. Hukum Pidana Internasional dalam Teori dan Praktek. Universitas Andalas 
Press. Padang.  2006. Hlm 40 
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nasional yang berlaku untuk Negara tertentu dan bersumber dari 
hukum pidana nasional dalam kerangka sistem hukum suatu 
Negara, hukum pidana internasional berlaku secara universal dan 
sumber hukumnya adalah hukum internasional. 
 
g) Berdasarkan Bentuknya: 
 
Lazim disebut juga istilah hukum pidana tertulis dipadankan dengan 
hukum pidana tidak tertulis.6 
B. Tindak Pidana (Strafbaarfeit) 
1. Istilah Tindak Pidana 
    Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum dari istilah  
strafbaarfeit dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada 
terjemahan resmi strafbaarfeit. Terjemahan atas istilah strafbaarfeit ke 
dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya 
tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, 
perbuatan pidana, strafbaarfeit dan sebagainya.7  
   Menurut Adami Chazawi8, ada beberapa istilah yang sering 
digunakan sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit baik yang 
digunakan dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam 
literature hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit antara lain 
adalah sebagai berikut: 
a. Tindak Pidana: 
Dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan 
pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan 
menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU Nomor 6 
                                                          
       
6
 Erdianto Effendi. Op.cit. Hlm 26 
      
7
 Ibid. Hlm 97. 
       8 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 
2005. Hlm 67 
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Tahun 1982 Tentang Hak Cipta dan beberapa ketentuan 
perundangan lainnya. 
 
b. Peristiwa Pidana: 
Beberapa ahli hukum misalnya R. Tresna, H. J van Schravendijk, A. 
Zainal Abidin menggunakan istilah peristiwa pidana. Pembentuk uu 
juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam 
Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. 
 
c. Delik: 
 
Sebenarnya, delik berasal dari bahasa latin delictum dan digunakan 
untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan 
strafbaarfeit. Iostilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literature 
yang ditulis oleh beberapa para ahli hukum seperti E. Utrecht, 
walaupun beliau juga menggunakan istilah lain yakni peristiwa 
pidana. Begitupun juga A. Zainal Abidin pernah menggunakan 
istilah ini, serta Moeljatno juga menggunakan istilah ini walaupun 
menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana. 
 
d. Pelanggaran Pidana: 
 Dapat dijumpai dalam tulisan M. H Schravendijk. 
e. Perbuatan yang boleh dihukum: 
 Istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk. 
f. Perbuatan yang dapat dihukum: 
Istilah ini digunakan oleh pembentuk uu dalam UU Nomor 12/ Drt 
Tahun 1951Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. 
g. Perbuatan Pidana: 
 Istilah ini digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisannya. 
   Strafbaarfeit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Kata 
“straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” secara 
utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal 
13 
 
sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti 
straf sama dengan recht, yang sebenarnya tidak demikian halnya.9 
2. Pengertian Tindak Pidana 
  Tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi 
hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan 
atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHPidana maupun 
peraturan perundang-undangan lainnya.10 
a. Pompe11 mengemukakan bahwa:  
 
Strafbaarfeit secara teoritis sebagai suatu pelanggaran norma 
(gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun 
dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, 
dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu 
demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 
hukum. 
 
b. Simons12 mengemukakan bahwa:  
 
Tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan (handeling) 
yang diancam dengan pidana oleh uu, bertentangan dengan hukum 
(onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh 
seseorang yang mampu bertanggung jawab. 
 
c. Vos mengemukakan bahwa: 
 
Tindak pidana yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan 
perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia 
yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.13 
 
Pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh Vos apabila 
dibandingkan dengan rumusan tindak pidana dari Simons dan Van Hamel, 
                                                          
         9 Ibid. Hlm 69 
       
10
 M. Marwan, SH & Jimmy P. Kamus Hukum. Reality Publisher. Surabaya. 2009. Hlm 608. 
       
11
 PAF.Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997. 
Hlm. 182. 
       
12
 EY.Kanter dan R. Sianturi. Op.cit. Hlm 205 
      
13
 Jur, Andi Hamzah. Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. Hlm 
97 
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maka rumusan Vos tersebut tidak ada sifat-sifat tindak pidana yang lain, 
seperti: sifat melawan hukum, dilakukan dengan orang dengankesalahan, 
dan orang itu mampu dipertanggungjawabkan.  
d. Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa: 
Rumusan Vos seperti itu sama saja memberikan keterangan “een 
vierkante tafel is vierkant” (meja segi itu adalah segi empat), karena 
definisinya tidak menjepit isinya, sedangkan pengertian “orang” dan 
“kesalahan” juga tidak disinggung,14 karena apa yang dimaksud 
strafbaarfeit, sebagai berikut: 
1. Pelanggaran atau pemerkosaan kepentingan hukum (schending 
of kreenking van een rechtsbelang)  
2. Sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum (het in 
gevearbrengen van een rechtsbelang).15 
 
e. Moeljatno mengemukakan bahwa:  
Istilah strafbaarfeit sebagai “perbuatan pidana” menyimpulkan 
rumusan tindak pidana dari Simons dan Van Hamel mengandung 
dua pengertian sebagai berikut:16  
1. Bahwa feit dalam strafbaar feit berarti handeling, kelakuan, atau 
tingkah laku 
2. Bahwa pengertian strafbaar feit dihubungkan dengan kesalahan 
orang yang mengadakan kelakuan tadi. 
Bertolak dari pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat 
disimpulkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau strafbaarfeit, 
yaitu suatu rumusan yang memuat suatu unsur-unsur tertentu yang 
menimbulkan dapat dipidananya seseorang atau perbuatannya yang telah 
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
  Tiap-tiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik 
sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-
                                                          
       
14
 Roni Wiyanto. Op.cit. Hlm 161 
       
15
 Ibid. 
       
16
 Moeljatno. Asas- asas Hukum Pidana. Cetakan II.Rineka Cipta. Jakarta. 2002. Hlm 56 
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undangan dapat memberikan gambaran kepentingan hukum apa yang 
dilanggar. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-
unsur delik dapat digolongkan menjadi berbagai jenis delik.17  
  Dalam hukum pidana mengenal berbagai jenis delik yang dapat 
dibedakan menurut pembagian delik tertentu, sebagaimana tersebut di 
bawah ini:18 
1. Delik Kejahatan (Misdrijven) dan Delik Pelanggaran 
(Overtredingen) 
Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan 
pasal-pasal KUHPidana Indonesia yang berlaku sampai 
sekarang ini. Akan tetapi, pembentuk uu tidak menjelaskan 
secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan 
delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-
syarat yang membedakan antara delik kejahatan dengan delik 
pelanggaran. KUHPidana hanya mengelompokkan perbuatan-
perbuatan yang terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik 
kejahatan dan Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran. 
Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan 
dan delik pelanggaran, sebagai berikut: 
a. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah 
dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan 
dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam 
uu Delik kejahatan ini sering disebut mala per se atau delik 
hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai 
kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam uu karena 
merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat 
atau bertentangan dengan keadilan. 
b. Delik Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah 
diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam uu. Delik 
pelanggaran ini, sering disebut sebagai mala quia prohibia 
atau delik uu, artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai 
delik setelah dirumuskan dalam uu.19 
 
 
                                                          
        
17
  Roni Wiyanto, Op.cit. Hlm 169 
        
18
  Ibid. 
        
19
 Ibid. 
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2. Delik Formil (formeel delict) dan Delik Materiil (materieel 
delict) 
 
a. Delik formil (formeel delict) adalah suatu perbuatan pidana 
yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki 
rumusan dalam Pasal uu yang bersangkutan. 
b. Delik materiil (materiel delict) adalah suatu akibat yang 
dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan 
perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal. yang 
dilarang adalah timbulnya akibat yang berarti akibat yang 
ditimbulkan itu merupakan unsur delik. Atau dengan 
perkataan lain yang dilarang dalam delik materiil adalah 
akibatnya.20 
 
3. Delik Kesengajaan (Dolus) dan Delik Kealpaan (Culpa) 
 
a. Delik dolus adalah suatu delik yang dilakukan karena 
kesengajaan 
b. Delik culpa adalah suatu delik yang dilakukan karena 
kelalaian atau kealpaan 
 
4. Delik Aduan (Klacht Delicten) dan Delik Umum (Gewone 
Delicten) 
 
a. Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan 
membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari 
orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan 
maka delik itu tidak dapat dituntut. 
b. Delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa 
membutuhkan adanya pengaduan.21 
 
5. Delik Umum (Delicta Communia) dan Delik Khusus (Delicta 
Propria) 
 
a. Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh 
setiap orang. 
b. Delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh 
orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat 
tertentu, pegawai negeri atau anggota militer. 
 
6. Delik Commisionis, Ommisionis dan Commisionis Per 
Ommisionem Commissa 
 
                                                          
     
20
 Ibid. Hlm 172 
     
21
 Ibid. Hlm 172-173 
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a. Delik commisionis adalah suatu perbuatan yang dilarang 
oleh uu. 
b. Delik ommisionisadalah suatu perbuatan yang diharuskan 
oleh uu. 
c. Delik commisionis per ommisionem commisa adalah delik 
yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak 
berbuat sesuatu.22 
 
7. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut 
 
a. Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali 
perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan 
diancam pidana oleh uu telah selesai dilakukan atau lebih 
selesai menimbulkan suatu akibat. 
b. Delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa 
perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling 
berhubungan erat dan berlangsung terus menerus 
 
8. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran 
 
a. Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan untuk 
kepentingan politik 
b. Delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai 
sifat setengah politik dan setengah umum. 
 
9. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi 
 
a. Delik biasa adalah semua delik yang berbentuk pokok atau 
sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidananya 
b. Delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus 
karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat 
memperberat atau mengurangi ancaman pidananya.23 
 
4. Unsur-unsur Tindak Pidana 
  Sesuatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, 
apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang 
dirumuskan sebagai tindak pidana. Dengan perkataan lain, bahwa syarat 
utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah 
memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila salah satu unsur 
                                                          
          
22
 Ibid. Hlm 174-175 
          
23
 Ibid. Hlm 175-176 
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tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya 
akan berbeda. Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu 
tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 unsur, 
sebagai berikut:24 
1. Harus ada suatu kelakuan (gedraging) 
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang 
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum) 
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada 
pelaku 
5. Kelakuan itu diancam pidana 
      
 Untuk mendapatkan gambaran mengenai kelima unsur tersebut di 
atas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat 
disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumusan tindak 
pidana yang dijabarkan Pasal 362 KUHPidana, yang berbunyi :  
Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan 
ratus rupiah. 
  Unsur- unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 
KUHPidana, yaitu : 
1. Barangsiapa 
2. Mengambil 
3. Sesuatu barang 
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain 
5. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum 
                                                          
       
24
 C.S.T. Kancil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 
1989. Hlm 290. 
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  Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur- unsur tindak pidana 
sebagai berikut:25 
1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia 
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang- undang 
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum) 
4. Harusdilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan  
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat 
  Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur- unsur 
tindak pidana adalah:26 
1. Subjek 
2. Kesalahan; 
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan); 
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang- 
undang/ perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam 
dengan pidana; 
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya) 
  Demikian diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana di atas, 
penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya 
tergantung kepada perumusan di dalam perundang-undangan, sebagai 
konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, 
bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan di 
dalam undang-undang.        
  Menurut Loebby Loqman, terdapat tiga kemungkinan dalam 
perumusan tindak pidana yaitu:   
Pertama, tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-
unsurnya.Kedua, adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan 
unsurnya saja, dan ketiga tindak pidana menyebutkan namanya saja 
                                                          
       
25
 Moeljatno.Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Bina Aksara. 
Jakarta. 1983. Hlm 22-23 
        
26
 EY.Kanter dan R. Sianturi. Op.cit. Hlm 211 
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tanpa menyebutkan unsur-unsurnya.Bagi tindak pidana yang tidak 
menyebutkan unsur- unsurnya atau tidak menyebut namanya, maka 
nama serta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin.27 
 
 
C. Penggelapan 
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan  
Penggelapan sebagai tindak pidana diatur dalam Pasal 372 
KUHPidana, yang berbunyi : 
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang 
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, 
tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan 
diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 
empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. 
 
 Dalam Pasal 372 KUHPidana mengartikan penggelapan adalah 
memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain oleh orang lain 
tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan.  
 Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana 
penggelapan yaitu:28 
Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHPidana 
lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak”atau 
“penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang 
diatur dalam BAB XXIV KUHPidana tersebut adalah “penyalahgunaan 
hak”atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan 
tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk 
mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam 
pidana dalam ketentuan tersebut. 
 
  Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal telaah pengertian tentang 
penggelapan ini, bahwa:29 
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Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena 
tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya 
karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. 
Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan 
sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara 
melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan 
“penggelapan”.    
 
Kemudian, Adami Chazawi menjelaskan mengenai penggelapan 
berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut:30 
Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan 
secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda 
diberikan secara arti luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata 
yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau 
gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan 
haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana 
tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi 
kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena 
kejahatan. 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan 
Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHPidana yaitu: 
Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang 
sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, 
tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan 
diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat 
tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. 
Maka unsur-unsur tindak pidana penggelapan adalah sebagai 
berikut : 
a. Unsur-unsur objektif, yang meliputi : 
1. Unsur mengakui sebagai milik sendiri (menguasai) 
 Adami Chazawi31 mengemukakan bahwa: 
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“perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu   
benda seolah-olah ia pemilik benda itu”. 
 Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku 
dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang 
berada dalam kekuasaannya, atau ia melakukan suatu perbuatan 
sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. 
Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini 
mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama 
dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang 
sama.  
Tongat32 pada penjelasannya mengenai unsur  “mengakui 
sebagai milik sendiri (menguasai)”, menyebutkan:  
Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini  
merupakan unsur “subjektif”, tetapi dalam tindak pidana 
“penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam 
hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari 
tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu 
terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil 
barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa 
pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk 
dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar benar 
menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, 
perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang 
dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang 
dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan 
“menguasai” tersebut belum selesai.  
 
 Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak 
pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan ”menguasai”  
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itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut 
telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, digadaikan dan sebagainya.  
2. Unsur sesuatu barang. 
 Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam 
kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak 
mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat 
kebendaannya tidak berwujud, karena objek penggelapan hanya 
dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya 
berwujud, dan atau bergerak.  
 Menurut Adami Chazawi33 dalam penjelasannya mengenai 
unsur ini, menerangkan bahwa: 
Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai   
adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan 
barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak 
melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat 
melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan 
perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-
benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin 
terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap. 
 
3. Unsur yang seluruh atau sebagian milik orang lain. 
 Unsur ini memberikan kita pemahaman bahwa barang yang 
dikuasai oleh pelaku penggelapan bukanlah miliknya sendiri 
melainkan milik orang lain atau badan hukum.  
 Lebih lanjut Adami Chazawi34  memberikan penegasannya 
bahwa  
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 Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun 
tidak dilepaskan hak miliknya  tidak dapat menjadi objek 
penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik 
negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh 
orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti 
bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek 
penggelapan atau pencurian. 
 
 Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang 
menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu 
adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan 
bukan petindak sendiri.   
4. Unsur barang itu harus sudah ada dalam kekuasaannya bukan 
karena kejahatan. 
 Selanjutnya unsur “barang itu harus sudah ada dalam 
kekuasaannya bukan karena kejahatan” merupakan unsur pokok 
didalam tindak pidana penggelapan. Apabila suatu barang berada 
dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan, tetapi karena 
sesuatu perbuatan yang sah misalnya karena penyimpanan, 
perjanjian penitipan barang, dan sebagainya.  
 Adami Chazawi menegaskan bahwa:35 
      Ciri khusus dalam kejahatan penggelapan ini jika   
dibandingkan dengan pencurian adalah terletak pada unsur 
beradanya benda dalam kekuasaan petindak ini. Adalah tidak 
wajar seseorang untuk disebut sebagai mencuri atas benda 
milik orang lain yang telah berada dalam kekuasaannya sendiri.  
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5. Unsur secara melawan hukum. 
 Suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan 
seseorang dapat oleh sebab perbuatan melawan hukum (suatu 
kejahatan) maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan 
hukum. Adami Chazawi (2011:80) menjelaskan bahwa : 
      Sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang 
berada dalam kekuasaan petindak haruslah oleh sebab 
perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, 
pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian, dan sebagainya.  
 
 Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan 
dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri 
secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan 
“penggelapan”. 
b. Unsur subjektif   
1. Dengan Sengaja. 
Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam tindak pidana 
penggelapan. Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan 
pelaku dalam penggelapan berarti:36 
a. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki 
benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu 
sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan 
yang bertentengan dengan kewajiban hukumnya atau 
bertentangan dengan hak orang lain. 
b. Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu 
menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki. 
c. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan 
perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang 
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disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagaian atau 
seluruhnya. 
d. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang 
lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. 
 
Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang 
ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh 
karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang 
yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk 
melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak 
memerlukan tindakan lain. 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan 
  Ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana penggelapan 
yang diatur dalam KUHPidana sebagai berikut: 
1. Tindak Pidana Penggelapan dalam Bentuk Pokok 
Tindak pidana penggelapan atau verduistering dalam bentuk 
pokok diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang berbunyi: 
 Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah 
kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya 
bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda 
paling banyak sembilan ratus rupiah. 
 
Ketentuan Pasal 372 KUHPidana dalam tindak pidana 
penggelapan dalam bentuk pokok mempunyai unsur-unsur 
sebagai berikut:37 
a. Unsur Subjektif    : opzettelijk atau dengan sengaja 
b. Unsur-unsur Objektif : 1. Barangsiapa; 
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2. zich wederrechtelijk toeeigenen 
atau menguasai secara melawan 
hukum; 
3. suatu benda; 
4. sebagian atau seluruhnya 
kepunyaan orang lain; 
5. berada padanya bukan karena 
kejahatan. 
 
2. Tindak Pidana Penggelapan Ringan 
Tindak pidana penggelapan ringan adalah tindak pidana 
penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHPidana, yang 
berbunyi: 
Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372 apabiula yang 
digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua 
puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan 
pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling 
banyak dua ratus lima puluh rupiah. 
 
Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 
KUHPidana di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu 
gepriviuligieerde verduisteringyakni tindak pidana penggelapan 
dengan unsur-unsur yang meringankan. 
Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana 
penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHPidana adalah, 
karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan 
tersebut:38 
a. bukan merupakan ternak, dan 
b. nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah 
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3. Tindak Pidana Penggelapan dengan Unsur-unsur yang 
memberatkan 
Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 
KUHPidana, yang berbunyi: 
Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya 
terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau 
karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 
 
Tindak pidana penggelapan dalam ketentuan Pasal 373 
KUHPidana di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu 
gequalificeerde verduistering atau sebagai suatu penggelapan 
dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur 
yang memberatkan. 
Unsur yang memberatkan sebagaimana yang dimaksudkan 
ialah, karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas 
benda yang berada pada pelaku:39 
a. karena hubungan kerja pribadinya; 
b. karena pekerjaannya, dan 
c. karena mendapat imbalan uang  
  
4. Tindak Pidana Penggelapan oleh Wali dan Lain-lain 
Tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain diatur 
dalam Pasal 375 KUHPidana, yang berbunyi: 
Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa 
diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali 
pengampu, pengurus, atau pelaksana surat wasiat, pengurus 
lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang 
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dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara 
paling lama enam tahun. 
 
Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 
KUHPidana juga merupakan suatu gequalificeerde verduistering 
atau suatu penggelapan dengan unsur-unsur yang 
memberatkan, yakni karena benda yang digelapkan merupakan 
benda yang ada pada pelaku:40 
a. karena keadaan terpaksa telah diserahkan kepadanya untuk 
disimpan; 
b. dalam keadaannya sebagai seorang wali; 
c. dalam keadaannya sebagai seorang pengampu; 
d. dalam keadaannya sebagai seorang kuasa; 
e. dalam keadaannya sebagai seorang pelaksana wasiat; atau 
f. dalam keadaannya sebagai pengurus dari suatu lembaga 
kebajikan atau suatu yayasan 
 
5. Tindak Pidana Penggelapan dalam Keluarga 
Tindak pidana penggelapan dalam keluarga oleh pembentuk 
uu telah diatur di dalam Pasal 376 KUHPidana, yang berbunyi: 
“Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan 
yang dirumuskan dalam Bab ini” 
Dari ketentuan- ketentuan yang daitur dalam Pasal 367 
KUHPidana di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya:41 
a. bahwa Pasal 367 ayat (1) KUHPidana telah membuat 
keadaan tidak bercerai meja makan dan tempat tidur dan 
keadaan tidak bercerai harta kekayaan menjadi dasar-dasar 
yang meniadakan penuntutan atau vervolging-
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suitsluitingsgronden bagi seorang suami atau istri, jika 
mereka itu bertidak sebagai pelaku atau sebagai orang yang 
membantu melakukan tindak pidana penggelapan terhadap 
istri, jika mereka itu bertindak sebagai pelaku atau sebagai 
orang yang membantu melakukan tindak pidana 
penggelapan terhadap istri atau suami mereka; 
b. bahwa Pasal 367 ayat (2) KUHPidana telah membuat tindak 
pidana penggelapan sebagai suatu delik aduan relatif atau 
suatu relaitieve klachtdelict, yakni jika tindak pidana itu telah 
dilakukan atau telah dibantu pelaksanaannya oleh seorang 
suami atau  seorang istri yang bercerai harta kekayaan 
dengan istri atau dengan suaminya dan tindak pidana 
tersebut telah dilakukan terhadap mereka, ataupun jika 
pelaku atau orang yang membantu melakukan tindak pidana 
penggelapan itu adalah saudara sedarah karena 
perkawinan, baik dalam garis lurus maupun dalam garis 
menyamping sampai derajat kedua dari orang, terhadap 
siapa tindak pidana tersebut telah dilakukan. 
D. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan 
1. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan hakim atau ratio decidendi adalah argument atau 
alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang 
menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum 
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pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan 
menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan 
konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan 
barang bukti. Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa 
tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh 
penuntut umum/ dictum putusan hakim. 
Pertimbangan hakim dapat menjadi 2 (dua) kategori, yakni: 
Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non- yuridis. Pertimbangan 
yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan fakta- fakta yuridis yang 
terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan 
sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnnya Dakwaan 
jaksa penuntun umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-
barang bukti, dan Pasal- pasal dalam peraturan hukum pidana. 
sedangkan pertimbangan non- yuridis dapat dilihat dari latar belakang, 
akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.  
Fakta- fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, 
waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu 
dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung 
atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang 
digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya atau tidak.  
32 
 
Apabila fakta- fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah 
hakim mempertimbangkan unsur- unsur  delik yang didakwakan juga 
harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan 
posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitative ditetapkan 
pendiriannya. 
Setelah pencantuman unsur- unsur tersebut, dalam praktek 
putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal- hal yang dapat 
meringankan atau memberatkan terdakwa. Hal- hal yang memberatkan 
misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (recidivis). 
2. Pertimbangan Sosiologis 
UU Nomor 48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa 
hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan 
agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. 
Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai- nilai hukum yang 
hidup di kalangan rakyat. 
Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah- tengah masyarakat 
untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan 
rasa keadilan yang hidup alam masyarakat, di kalangan praktisi hukum, 
terdapat kecendrungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya 
sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan 
normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas- asas peradilan yang sifatnya 
sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama 
33 
 
seklai dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif), 
seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang 
dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian 
hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa 
keadilan masyarakat dikorbankan, faktor- faktor yang harus 
dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam mejatuhkan putusan 
terhadap suatu perkara, antara lain: 
1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai- nilai yang 
hidup dalam masyarakat 
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai- nilai 
yang meringankan maupun hal- hal yang memberatkan terdakwa 
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, 
peranan korban 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karya manusia dalam pergaulan hidup 
Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di 
Indonesia, cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si 
terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan 
hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai 
suatu hukuman yang setimpal dan adil”. Untuk mencapai usaha ini, maka 
hakim harus memperhatikan, antara lain: 
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a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana 
yang berat atau ringan). 
b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu 
c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu 
(yang memberatkan dan meringankan) 
d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah 
berulang- ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali 
ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun 
seorang yang telah berusia tinggi 
e. Sebab- sebab untuk melakukan pelanggaran pidana 
f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu 
Selain melihat pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim dalam 
menjatuhkan putusannya juga mempertimbangkan dan mengkaitkan 
dengan fungsi putusan hakim sebagai a tool of social engineering yaitu : 
1. Fungsi social engineering (rekayasa sosial) dari hakim maupun 
putusan hakim pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat 
totaliter), ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk 
menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian 
terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial  
2. Kebebasan pengadilan yang merupakan hal esensial dalam 
masyarakat demokratis. Pembatasan lebih lanjut diadakan jika 
pengadilan menjadi penerjemahan yang tertinggi dari konstitusi. 
Kecenderungan yang mencolok di tahun-tahun akhir ini tidak 
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dapat dicampuri dengan kebijakan modern Badan Legislatis 
melalui penafsiran konstitusi yang kakuh dan tidak terlalu 
objektif. Kata-kata yang bermakna luas dari teks-teks konstitusi 
sering melahirkan rintangan-rintangan yang tak teratasi. 
3. Dalam system-sistem hukum, ditangan organ politiklah terletak 
pengawasan yang tertinggi terhadap kebijakana Badan 
Legislatif sehingga fungsi Hakim menjadi relative lebih mudah. 
Fungsi tambahan dari badan pengadilan itu sebagai penafsiran 
peraturan-peraturan politik dan sebagai wasit terhadap 
tindakan-tindakan yang administratif sifatnya.  
4. Dalam penafsiran presiden dan undang-undang, fungsi 
pengadilan harus lebih positif dan konstruktif. Penafsiran 
undang-undang harus dilakukan dengan penafsiran dengan 
sangat baik dan sangat membantu kebijakan hukum. 
5. Dengan semakin banyaknya penggunaan hukum sebagai alat 
pengendalian sosial serta kebijakan dalam masyarakat modert, 
maka secara bertahap akan mengurangi bidang “hukumnya 
pakar hukum” Dengan demikian, fungsi kreatif dari hakimlah 
yang akan berkembang dalam system-sistem hukum 
kebijaksanaan.42 
 
 
                                                          
          42 Ahmad Ali. Menguak Tabir Hukum. Galia Indonesia. Jakarta. 2008. Hlm 158  
36 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana 
penelitian tersebut akan dilaksanakan. Dalam rangka menyusun skripsi ini 
dan guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis mengadakan 
penelitian di tempat yang berhubungan langsung dengan permasalahan 
yang diangkat yaitu di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri 
Makassar.  
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara 
langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak 
yang terkait. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian 
pustaka, berupa  buku-buku, peraturan perundang-undangan, 
bahan-bahan laporan, majalah-majalah, artikel serta bahan 
literature lainnya yang berhubungan dengan pembahasan 
penulisan ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
penulisan skripsi ini, dilakukan dengan metode penelitian yakni: 
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1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan 
landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, 
artikel-artikel serta sumber bacaannya lainnya yang ada 
hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.Data primer 
dan Data sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian. 
2. Penelitian lapangan (Field Research) 
Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan 
melakukan wawancara dengan pihak yang terkait untuk 
mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak yang 
berkaitan langsung dengan penelitian ini 
D. Analisis Data 
Penulis dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil 
penelitian menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, yaitu 
merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, 
yaitu yang dinyatakan oleh pihak yang terkait secara tertulis atau lisan dan 
perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang 
utuh, sepanjang hal itu sebagai sesuatu yang  nyata.  
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana 
Penggelapan dalam Jabatan 
Pada Bab ini penulis akan memaparkan dan menganilisis 
hukum pidana dalam penanganan tindak pidana terhadap 
penggelapan dalam jabatan.  
1. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap   : Erwin Bin Munir Supu Bone 
Tempat Lahir   : Makassar 
Umur/ Tanggal Lahir  : 27 tahun/ 21 Agustus 1986 
Jenis Kelamin   : Laki-laki 
Kebangsaan    : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Andi Tonro Utara Kanal No.   
4B Makassar 
Agama    : Islam 
Pekerjaan   : Karyawan Swasta 
2. Posisi Kasus 
Posisi kasus dalam Putusan Nomor 1290/ Pid.B/ 2013/ 
PN.Mks adalah sebagai berikut: 
Awalnya terdakwa bekerja sebagai Marketing Eksekutif pada 
perusahaan KSP Mitra Kerja Bersama yang bergerak di bidang 
pembiayaan. Yang bertugas untuk melakukan surfei pada calon 
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Mitra Kerja, menetukan jumlah dana pinjaman, dan menyerahkan 
dana pinjaman kepada Mitra Kerja setelah dananya cair. Pada 
waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Halija sebagai pemohon 
kredit (nasabah) telah dilakukan surfei di rumahnya oleh terdakwa 
sebagai Karyawan Koperasi, dan sekaligus terdakwa mengatakan 
bahwa dana yang saksi Halija pinjam nanti cair di rumah saksi 
Halija sendiri 
Setelah dana pinjaman saksi Halija cair melalui rekening 
terdakwa Erwin Bin Munir Supu Bone tidak diserahkan kepada 
saksi Halija melainkan diambil sendiri oleh terdakwa Erwin Bin 
Munir Supu Bone. Uang yang saksi Halija pinjam pada KSP Mitra 
Kerja Bersama jumlahnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 
dengan jaminan berupa BPKB sepeda motor merek Honda Beat 
tahun 2011 atas nama Erman Nomor Polisi DD 4691 OQ, namun 
uang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi Halija.  
Terdakwa juga pernah mengambil dana angsuran pembayaran 
pinjaman Koperasi dari MItra Kerja Bersama yaitu: 
1. Tanggal 18 Februari 2013 atas nama Saiful sebesar Rp. 
1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) 
2. Tanggal 20 Februari 2013 atas nama Hamsina sebesar Rp. 
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 
3. Tanggal 2 Maret 2013 atas nama Nurwati sebesar Rp. 
850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) 
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4. Tanggal 18 Maret 2013 atas nama Usman sebesar Rp. 
945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) 
5. Tanggal 18 Maret 2013 atas nama Muh. Hendyanto sebesar 
Rp. 614.000,- (enam ratus empat belas ribu rupiah) 
6. Tanggal 20 Maret 2013 atas nama Hartini sebesar Rp. 
385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) 
Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara 
terdakwa terlebih dahulu melakukan surfei kepada calon Mitra 
Kerja, setelah itu menentukan jumlah dana pinjaman kepada Mitra 
Kerja tersebut, dan setelah dana pinjaman dapat dicairkan melalui 
rekening terdakwa, kemudian dana tersebut tidak diserahkan 
kepada Mitra Kerja melainkan diambil oleh terdakwa 
Akibat perbuatan terdakwa, KSP Mitra Kerja Bersama mengalami 
kerugian materi sebesar Rp. 10.224.000,- ( sepuluh juta dua ratus 
dua puluh empat ribu rupiah) 
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa 
dengan dakwaan tunggal yaitu pada Pasal 374 KUHPidana. 
Bahwa ia terdakwa Erwin Bin Munir Supu Bone, pada hari 
Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidak-
tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2013, 
bertempat di kantor KSP Mitra Kerja Bersama Jl. Veteran Selatan 
No. 256 Makassar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang 
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masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 
barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang 
lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, 
yang dilakukannya oleh orang yang penguasaannya terhadap 
barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya, 
atau karena mendapat upah uang untuk itu, yang dilakukan dengan 
cara sebagai berikut: 
- Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai Marketing Eksekutif 
pada perusahaan KSP Mitra Kerja Bersama yang bergerak di 
bidang pembiayaan. Yang bertugas untuk melakukan surfei 
pada calon Mitra Kerja, menetukan jumlah dana pinjaman, dan 
menyerahkan dana pinjaman kepada Mitra Kerja setelah 
dananya cair 
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Halija 
sebagai pemohon kredit (nasabah) telah dilakukan surfei di 
rumahnya oleh terdakwa sebagai Karyawan Koperasi, dan 
sekaligus terdakwa mengatakan bahwa dana yang saksi Halija 
pinjam nanti cair di rumah saksi Halija sendiri 
- Bahwa setelah dana pinjaman saksi Halija cair melalui rekening 
terdakwa Erwin Bin Munir Supu Bone tidak diserahkan kepada 
saksi Halija melainkan diambil sendiri oleh terdakwa Erwin Bin 
Munir Supu Bone 
- Bahwa uang yang saksi Halija pinjam pada KSP Mitra Kerja 
Bersama jumlahnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan 
jaminan berupa BPKB sepeda motor merek Honda Beat tahun 
2011 atas nama Erman Nomor Polisi DD 4691 OQ, namun uang 
tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi Halija  
- Bahwa terdakwa juga pernah mengambil dana angsuran 
pembayaran pinjaman Koperasi dari MItra Kerja Bersama yaitu: 
1. Tanggal 18 Februari 2013 atas nama Saiful sebesar Rp. 
1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) 
2. Tanggal 20 Februari 2013 atas nama Hamsina sebesar Rp. 
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 
3. Tanggal 2 Maret 2013 atas nama Nurwati sebesar Rp. 
850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) 
4. Tanggal 18 Maret 2013 atas nama Usman sebesar Rp. 
945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) 
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5. Tanggal 18 Maret 2013 atas nama Muh. Hendyanto sebesar 
Rp. 614.000,- (enam ratus empat belas ribu rupiah) 
6. Tanggal 20 Maret 2013 atas nama Hartini sebesar Rp. 
385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) 
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara 
terdakwa terlebih dahulu melakukan surfei kepada calon Mitra 
Kerja, setelah itu menentukan jumlah dana pinjaman kepada 
Mitra Kerja tersebut, dan setelah dana pinjaman dapat dicairkan 
melalui rekening terdakwa, kemudian dana tersebut tidak 
diserahkan kepada Mitra Kerja melainkan diambil oleh terdakwa 
- Akibat perbuatan terdakwa, KSP Mitra Kerja Bersama 
mengalami kerugian materi sebesar Rp. 10.224.000,- ( sepuluh 
juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 374 KUHPidana. 
4. Tuntutan Penuntut Umum 
Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya 
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa 
dan mengadili perkara ini memutuskan: 
1. Menyatakan terdakwa Erwin Bin Munir Supu Bone bersalah 
melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan 
tunggal melanggar Pasal 374 KUHPidana 
 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erwin Bin Munir Supu 
Bone dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan 
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan 
perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan 
 
3. Menetapkan agar terdakwa  dibebani untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) 
 
5. Amar Putusan 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar  pada hari 
Kamis tanggal 10 Oktober 2013 oleh Hakim Muhammad Damis, 
SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Makmur, SH., MH., dan 
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Sapruddin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota telah 
menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Erwin Bin Munir Supu 
Bone. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang 
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan 
didampingi hakim-hakim anggota yang sama, dibantu Hasjaya, SH., 
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar 
dihadiri Husriyah Yusuf, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum dan 
terdakwa. 
MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa Erwin Bin Munir Supu Bone, terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“penggelapan dalam jabatan” 
 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 
 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 
 
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan 
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) 
 
6. Analisis Penulis 
Hukum pidana dalam arti luas terdiri dari hukum pidana 
materiil dan hukum pidana formil. Penerapan hukum pidana dalam 
kasus ini akan ditelaah dari segi hukum pidana materiil. 
Dapat ditinjau dari dakwaan penuntut umum, dakwaan 
merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan 
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hal  yang dimuat dalam dakwaan, hakim akan memeriksa perkara 
tersebut. Untuk dapat diajukan ke pengadilan, suatu surat dakwaan 
harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. 
Berdasarkan putusan kasus Nomor 1290/ Pid.B/ 2013/ 
PN.Mks menyatakan bahwa terdakwa Erwin Bin Munir Supu Bone 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam 
jabatan. 
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 
KUHPidana yang berbunyi : 
       Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya 
terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau 
karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 
 
Unsur yang memberatkan sebagaimana yang dimaksudkan 
ialah, karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas 
benda yang berada pada pelaku: 
a. karena hubungan kerja pribadinya; 
b. karena pekerjaannya,  
c. dan karena mendapat imbalan uang 
Menurut salah seorang Jaksa Penuntut Umum yang 
diwawancarai penulis pada tanggal 20 Januari 2015, yang 
mengungkapkan bahwa: 
       Tindak pidana penggelapan dalam jabatan dilakukan bukan 
karena kejahatan namun diperoleh karena jabatan. Seperti 
yang dilakukan terdakwa yang menggelapkan dana di 
perusahaannya karena terdakwa memiliki posisi di perusahaan 
tersebut sehingga perusahaan mengalami kerugian. Mengenai 
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dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah yakin mendakwa pasal 
374 KUHPidana bukan Pasal 372 KUHPidana (penggelapan 
biasa).  
 
Menurut penulis, surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa 
Penuntut Umum dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur yang 
terdapat dalam Pasal 374 KUHPidana yang telah menguraikan 
secara cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa 
maupun mengenai uraian tindak pidana yang didakwakan dengan 
menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dalam 
hal ini surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum 
merupakan dakwaan tunggal terhadap kasus ini.  
Dalam kasus ini terdakwa didakwakan Pasal 374 
KUHPidana mengenai penggelapan dalam jabatan karena Jaksa 
Penuntut Umum telah yakin bahwa pasal yang didakwakan sudah 
tepat sehingga tidak perlu didakwa lagi Pasal 372 KUHPidana.  
Melihat uraian diatas penulis berpendapat, bahwa Pasal 374 
KUHPidana telah memenuhi rasa keadilan. Sesuai dengan posisi 
kasus diatas,  terdakwa dengan sadar menggelapkan uang 
nasabah KSP Mitra Kerja Bersama atas jabatan yang dipegangnya 
sehingga terdakwa lebih leluasa melakukan tindak pidana tersebut, 
maka terdakwa terbukti telah memenuhi unsur-unsur Pasal 374 
KUHPidana.  
Unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHPidana yang meliputi: 
1. Barang siapa; 
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2. Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu 
yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, 
dimana barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena 
kejahatan; 
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang 
disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian 
atau karena mendapat upah untuk itu. 
Maka, menurut penulis dakwaan tunggal yakni pada Pasal 
374 KUHPidana terhadap perbuatan tindak pidana terdakwa Erwin 
Bin Munir Supu Bone sudah tepat dan memenuhi unsur melawan 
hukum. Akan tetapi dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam 
menuntut  terdakwa Erwin Bin Munir Supu Bone dengan hukuman 
pidana 7 (tujuh) bulan belum sesuai dan tidak tepat dikarenakan 
tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa. Karena dalam hal 
ini tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat mempengaruhi jatuhnya 
vonis terhadap terdakwa dalam putusan hakim. 
B. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Penjatuhan 
Hukuman dalam Putusan No. 1290/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks 
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya 
berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga 
pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang 
terjadinya kejahatan atau yang lebih urgen lagi adalah pertimbangan 
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nasib korban kejahatan sebagai subjek hukum yang terkena dampak 
langsung akibat kejahatan yang dilakukan seseorang sehingga hakim 
dituntut untuk mempunyai keyakinan itu dengan cara dan alat-alat 
bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan 
keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai 
sumber dari segala hukum. 
Aspek- aspek pertimbangan yuridis melalui tindak pidana yang 
didakwakan merupakan hal yang penting dalam putusan hakim. Hal ini 
dikarenakan pada hakikatnya, pertimbangan yuridis merupakan 
pembuktian unsure-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan 
terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana 
yang didakwakan oleh jaksa/ penuntut umum. Sehingga dapat 
dikatakan pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut secara 
langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan hakim. 
Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan 
hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1290/ Pid.B/ 
2013/  PN.Mks, yaitu sebagai berikut: 
1. Pertimbangan Hakim 
Mengenai kasus yang penulis teliti ini, dalam putusan Majelis 
Hakim dimana terdakwa Erwin Bin Munir Supu Bone  dinyatakan 
telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana penggelapan dalam jabatan. 
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Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Hakim 
terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan 
oleh terdakwa Erwin Bin Munir Supu Bone adalah sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan 
atas dakwaan Pasal 374 KUHPidana; 
Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak keberatan 
dengan surat Jaksa Penuntut Umum; 
Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum 
telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah 
memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Andi Muh. 
Ilhamsyah alias Ilham, Affan Batar, SE alias Appang dan saksi 
Harda Ningsih, SE binti Maruddin, keterangan saksi-saksi tersebut 
sebagaimana termuat dalam berita acara; 
Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan 
keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara; 
Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan 
keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan 
keterangan terdakwa saling bersesuaian yang didukung pula 
dengan barang bukti yang ada, maka Majelis Hakim berkesimpulan 
bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam Jabatan”; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah 
maka akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya 
dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan sebagai berikut: 
 Hal-hal yang memberatkan: 
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain dan perusahaan 
tempat terdakwa bekerja mengalami kerugian materiil 
Hal-hal yang meringankan 
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak 
akan mengulanginya lagi; 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan 
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang 
memberatkan dan hal-hal yang meringanken tersebut, Majelis 
berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan 
setimpal dengan perbuatan terdakwa, oleh karenanya dipandang 
tepat dan adil; 
Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam status tahanan 
maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
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Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan 
dan agar terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau 
menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, 
maka sudah selayaknya terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam 
tahanan; 
Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah maka 
ia akan dibebani pula membayar biaya perkara. 
 
Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap 
perkara No.1290 / Pid.B/ 2013/ PN.Mks berdasarkan beberapa 
pertimbangan yuridis yang dimana Hakim terlebih dahulu 
menguraikan unsur-unsur dari Pasal 374 KUHPidana yang 
didakwakan oleh jaksa penuntut umum.  
Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan 
dakwaannya yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut: 
1. Barang siapa; 
2. Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu 
yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, 
dimana barang itu ada dalam dalam kekuasaannya bukan 
karena kejahatan; 
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang 
disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat 
upah untuk itu 
 
Ad. 1 Unsur Barang Siapa: 
Dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia 
sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas 
semua perbuatan yang telah dilakukannnya. Dalam persidangan 
telah diperiksa identitas diri terdakwa Erwin Bin Munir Supu 
Bone. Terdakwa mengerti isi dakwaan dan dapat mengikuti 
jalannya persidangan dengan baik. Bahwa berdasarkan subyek 
hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani 
mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat 
dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan 
tindak pidana, sehingga tidak ada alasan pemaaf yang dapat 
menghapus pemidanaan bagui  terdakwa. 
 
Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “barang siapa” dalam 
perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum. 
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Ad. 2 Unsur dengan sengaja atau melawan hukum memiliki 
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah 
kepunyaan orang lain, dimana barang itu ada dalam 
kekuasaannya bukan karena kejahatan: 
 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa 
keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa 
diperoleh fakta sebagai berikut: 
 
- Bahwa terdakwa Erwin Bin Munir Supu Bone, pada hari 
Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 WITA atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 
tahun 2013, bertempat di kantor KSP Mitra Kerja Bersama 
Jl. Veteran Selatan No. 256 Makassar telah melakukan 
penggelapan dana milik KSP Mitra Kerja Bersama 
- Bahwa awalnya terdakwa sebagai karyawan koperasi 
melakukan survey terhadap Halija sebagai pemohon kredit 
(nasabah) di rumah Halija dan sekaligus terdakwa 
mengatakan bahwa dana yang saksi Halija pinjam nant cair 
di rumah saksi Halija sendiri 
- Bahwa setelah dana pinjaman saksi Halija cair melalui 
rekening terdakwa Erwin Bin Munir Supu Bone tidak 
diserahkan kepada saksi Halija melainkan diambil sendiri 
oleh terdakwa Erwin Bin Munir Supu Bone 
- Bahwa uang yang saksi Halija pinjam pada KSP Mitra Kerja 
Bersama jumlahnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 
dengan jaminan berupa BPKB sepeda motor merek Honda 
Beat tahun 2011 atas nama Erman nomor polisi DD 4691 
QQ, namun uang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada 
saksi Halija, melainkan terdakwa gunakan untuk membayar 
hutang. 
- Bahwa terdakwa juga pernah mengambil dana angsuran 
pembayaran pinjaman koperasi dari Mitra Kerja yang tidak 
disetorkan kepada KSP Mitra Kerja Bersama yaitu: 
1. Tanggal 18 Februari 2013 atas nama Saiful sebesar 
Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) 
2. Tanggal 20 Februari 2013 atas nama Hamsina 
sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu 
rupiah) 
3. Tanggal 2 Maret 2013 atas nama Nurwati sebesar Rp. 
850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) 
4. Tanggal 18 Maret 2013 atas nama Usman sebesar 
Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu 
rupiah) 
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5. Tanggal 18 Maret 2013 atas nama Muh. Hendyanto 
sebesar Rp. 614.000,- (enam ratus empat belas ribu 
rupiah) 
6. Tanggal 20 Maret 2013 atas nama Hartini sebesar 
Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu 
rupiah) 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KSP Mitra Kerja Bersama 
tempat terdakwa bekerja, mengalami kerugian materil 
sebesar Rp. 10.224.000,- (sepuluh juta dua ratus dua puluh 
empat ribu rupiah) 
Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “dengan sengaja atau 
melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian adalah kepunyaan orang lain, dimana barang itu ada 
dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dalam perkara 
ini telah terbukti secara sah menurut hukum. 
Ad. 3 Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya 
terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau 
karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu: 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa 
keterangan, saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa 
diperoleh fakta sebagai berikut: 
- Bahwa terdakwa Erwin Bin Munir Supu Bone, pada hari 
Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 WITA atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 
tahun 2013, bertempat di kantor KSP Mitra Kerja Bersama 
Jl. Veteran Selatan No. 256 Makassar telah melakukan 
penggelapan dana milik KSP Mitra Kerja Bersama. 
- Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai marketing 
eksekutif pada perusahaan KSP Mitra Kerja Bersama yang 
bergerak di bidang pembiayaan. 
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa pada KSP Mitra 
Kerja Bersama adalah sebagai marketing eksekutif yang 
bertugas sebagai berikut: 
1. Melakukan survey kepada calon MK (Mitra Kerja) atau 
nasabah 
2. Menentukan jumlah dana pinjaman yang akan 
diserahkan kepada MK setelah melakukan survey 
3. Menyerahkan dana pinjaman kepada MK jika 
permohonannya dapat dipenuhi 
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dana koperasi 
KSP Mitra Kerja Bersama adalah terlebih dahulu melakukan 
survey kepada calon MK tersebut dan setelah itu 
menentukan jumlah dana pinjaman kepada MK tersebut dan 
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setelah dana pinjaman dapat dicairkan melalui rekening 
terdakwa kemudian dana tersebut tidak  diserahkan kepada 
MK melainkan diambil oleh terdakwa 
- Bahwa nama dari MK (Mitra Kerja) adalah saksi Halija yang 
beralamat di Jalan Andi Tonro Kanal Makassar 
- Bahwa jaminan yang akan diserahkan oleh saksi Halija 
kepada terdakwa berupa BPKB sepeda motor merek Honda 
Beat tahun 2011 atas nama Erman nomor polisi DD 4691 
QQ 
- Bahwa saat terdakwa memintakan pencairan dana koperasi 
KSP Mitra Kerja Bersama, saat itu BPKB sepeda motor 
tersebut diserahkan kepada terdakwa sebagai jaminan 
kepada pihak KSP Mitra Kerja Bersama. 
- Bahwa jumlah dana pinjaman koperasi KSP Mitra Kerja 
Bersama atas nama saksi Halija sebagai MK yang dicairkan 
atas permintaan terdakwa sebagai marketing eksekutif 
sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 
- Bahwa selain mengambil dana koperasi sebagai pinjaman 
MK atas nama saksi Halija, terdakwa juga pernah 
mengambil dana angsuran pembayaran pinjaman koperasi 
dari MK yang tidak disetorkan kepada KSP Mitra Kerja 
Bersama, yaitu: 
1. Tanggal 18 Februari 2013 atas nama Saiful sebesar 
Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) 
2. Tanggal 20 Februari 2013 atas nama Hamsina 
sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu 
rupiah) 
3. Tanggal 2 Maret 2013 atas nama Nurwati sebesar Rp. 
850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) 
4. Tanggal 18 Maret 2013 atas nama Usman sebesar 
Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu 
rupiah) 
5. Tanggal 18 Maret 2013 atas nama Muh. Hendyanto 
sebesar Rp. 614.000,- (enam ratus empat belas ribu 
rupiah) 
6. Tanggal 20 Maret 2013 atas nama Hartini sebesar 
Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu 
rupiah) 
- Bahwa dana sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 
tersebut tidak diserahkan kepada saksi Halija karena 
digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KSP Mitra Kerja Bersama 
tempat terdakwa bekerja, mengalami kerugian materil 
sebesar Rp. 10.224.000,- (sepuluh juta  dua ratus dua puluh 
empat ribu rupiah). 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka unsure “dilakukan oleh 
orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan 
karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena 
mendapat upah untuk itu” dalam perkara ini terbukti secara sah 
menurut hukum. 
 
2. Analisis Penulis 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir 
(vonis). Putusan Hakim sepatutnya haruslah memenuhi rasa 
keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban kejahatan 
maupun pelaku kejahatan.  Secara yuridis, lamanya sanksi pidana 
yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama 
tidak melebihi batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang 
diancamkan dalam pasal yang didakwakan. Namun yang menjadi 
pokok persoalan adalah hal-hal yang mendasari atau alasan-alasan 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus ini 
sehingga dapat diterima dengan rasa adil bagi semua pihak yang 
berperkara. 
Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak 
pidana yang didakwakan merupakan konteks yang penting dalam 
putusan hakim. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan 
pembuktian perbuatan terdakwa terhadap unsur-unsur tindak 
pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dapat 
dikatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara 
langsung akan berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Selain 
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pertimbangan-pertimbangan yuridis hakim juga harus melihat atau 
memperhatikan non yuridisnya. 
Dalam kasus Putusan Nomor 1290/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks 
terdakwa Erwin Bin Munir Supu Bone dinyatakan dalam 
persidangan oleh majelis hakim terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan penggelapan dalam jabatan.   
Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang 
Hakim yaitu Hakim Nathan Lambe, S.H., M.H pada tanggal 12 
Januari 2015 yang mengatakan bahwa: 
      Penggelapan itu diperoleh berdasarkan punguasaan terhadap 
suatu barang bukan karena kekuasaannya. Umumnya kasus ini 
diperoleh izin dari jual beli misalnya seorang sales menjual 
produk kepada seseorang akan tetapi uang yang di tangannya 
merupakan kekuasaanya sehingga apabila digelapkan itu 
karena jabatannya. Perbedaannya dengan Tindak Pidana 
Korupsi karena Tipikor penyalahgunaan jabatan bukan dalam 
kasus penggelapan. Dalam kasus ini unsur penggelapannya 
terdapat pada saat si pelaku sebagai marketing eksekutif di 
perusahaan KSP Mitra Kerja Bersama tidak menyerahkan uang 
yang telah dicairkan kepada nasabah melainkan terdakwa 
menggunakannya sendiri hal ini merupakan penggelapan 
karena jabatan dikarenakan adanya hubungan kerja dan ini 
berbeda dengan penggelapan biasa. Yang memberatkan dalam 
kasus ini adalah karena orang yang dipercaya yang 
melakukannya.  
Dalam putusan perkara Nomor 1290/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks 
hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Erwin Bin 
Munir Supu Bone dengan 6 (enam) bulan penjara, 1 (satu) bulan 
lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Menurut analisis 
penulis, penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa tersebut 
terlalu ringan dibandingkan dengan pidana dalam Pasal 374 
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KUHPidana yaitu 5 (lima) tahun penjara. Akan tetapi, hakim dalam 
pertimbangannya telah mempertimbangkan terdakwa sesuai 
dengan hal apa saja yang memberatkan dan meringankan 
terdakwa.  Hal-hal yang meringankan antara lain: 
1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulanginya;  
2. Terdakwa juga berlaku sopan selama persidangan.  
Hal yang memberatkan yaitu  perbuatan terdakwa yang 
mengakibatkan orang lain dan perusahaan tempat terdakwa 
bekerja mengalami kerugian materiil. Hakim dalam 
pertimbangannya juga memperhatikan dakwaan jaksa penuntut 
umum, keterangan-keterangan saksi dan terdakwa yang 
bersesuaian dan barang bukti yang ada di persidangan serta 
unsure-unsur tindak pidana perbuatan terdakwa berdasarkan 
pertimbangan yuridis itu sendiri.  
Menurut penulis, dalam putusan perkara kasus tindak pidana 
penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Erwin Bin Munir Supu 
Bone tidak tepat dan dirasa belum adil. Penjatuhan pidana yang 
diberikan oleh hakim terhadap terdakwa tidak memberikan efek jera 
kepada terdakwa dan memberi pelajaran terhadap terdakwa. 
Dikarenakan terdakwa telah merugikan perusahaan tempat 
terdakwa bekerja dan merugikan nasabah pada perusahaan 
tersebut. Akan tetapi hakim  dalam proses pengambilan keputusan 
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sudah sesuai yaitu dalam  mempertimbangkan tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum terhadap kasus ini berdasarkan fakta-fakta 
persidangan yang kemudian majelis hakim mempertimbangkan 
tentang pertanggungjawaban pidananya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari pembahasan dan hasil pembahasan di 
atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana 
Penggelapan dalam Jabatan sudah sesuai dengan rumusan 
Pasal 374 KUHPidana tentang Penggelapan dengan 
pemberatan. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan 
tunggal yakni pada Pasal 374 KUHPidana. Akan tetapi dalam 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa tidak sesuai dan tidak tepat. Karena dalam 
hal ini tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat mempengaruhi 
jatuhnya vonis terhadap terdakwa dalam putusan hakim. 
2. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Penjatuhan 
Hukuman dalam Putusan Nomor 1290/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks 
dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan kurang tepat 
dan dirasa belum adil. Karena di dalam menjatuhkan pidana 
hakim tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terbukti 
secara sah melawan hukum. Maka hakim dalam putusannya 
tidak memberi efek jera terhadap terdakwa. 
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B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan 
beberapa saran, yaitu: 
1. Untuk Jaksa Penuntut Umum sebaiknya dalam menerapkan 
hukum yang paling tepat baik dalam halam menggunakan 
dakwaan dan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta 
memperhatikan dengan baik ketentuan yang berlaku. 
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa 
akan tetapi juga menggunakan analisa yang cermat dan dengan 
tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 
3. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum 
di Indonesia agara setiap pelaku kejahatan sekiranya ditindak 
dengan tegas dan dijatuhi hukuman atau sanksi yang berat agar 
para pelaku mendapatkan efek jera untuk tidak mengulang 
perbuatannya lagi. 
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